
   
 

 
 

 

PERATURAN BUPATI BOGOR 

NOMOR 16 TAHUN 2023 
 

TENTANG  
 

BARANG MILIK DAERAH YANG BERSIFAT KHUSUS ATAU BARANG SPESIFIK 

 
 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI  BOGOR, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 75 
ayat (3) dan Pasal 332 ayat (4) Peraturan Daerah 
Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah 
yang bersifat khusus atau barang spesifik diatur lebih 

lanjut dalam Peraturan Bupati; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Barang Milik Daerah yang Bersifat Khusus atau 

Barang Spesifik; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 

Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6736); 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

   5. Undang-Undang.... 
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  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533) sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6523); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang 
Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa 

Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana 

telah diubah dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 20 
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan 
Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan 
Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6797); 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016             Nomor 

547); 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 
tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
2083); 

   11. Peraturan.... 
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  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020           
Nomor 1781); 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021          
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi 

dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076); 

  13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran  Daerah  Kabupaten  Bogor  Tahun  2016 
Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah  Kabupaten  Bogor  Tahun  2020 Nomor 
2); 

  14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 1); 

  15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 117); 

  16. Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta 
Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 69) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor 
Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita 

Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 97); 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BARANG MILIK DAERAH 

YANG BERSIFAT KHUSUS ATAU BARANG SPESIFIK. 

   

  BAB I 

  KETENTUAN UMUM 

  Pasal 1 
 

  Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

  1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, 
adalah Daerah Kabupaten Bogor. 

    

   2. Pemerintah.... 
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  2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

  3. Bupati adalah Bupati Bogor. 

  4. Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD, 

adalah semua barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten 
Bogor yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. 

  5. Barang Milik Daerah Bersifat Khusus atau barang 
Spesifik, yang selanjutnya disebut BMD Khusus adalah 
barang milik daerah yang memiliki spesifikasi dan 

karakteristik khusus dan berbeda dengan BMD secara 
umum. 

  6. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak 
digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi 
Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi BMD dengan 

tidak mengubah status kepemilikan. 

  7. Kerja Sama Pemanfaatan, yang selanjutnya disingkat KSP, 
adalah pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam jangka 

waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan 
daerah atau sumber pembiayaan lainnya. 

  8. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMD kepada 
pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk 
uang. 

 

  BAB II 

  BARANG MILIK DAERAH YANG BERSIFAT KHUSUS ATAU 
BARANG SPESIFIK 

  Bagian Kesatu 

  Umum 

  Pasal 2 
 

  (1) BMD Khusus memiliki karakteristik: 

   a. barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

   b. barang yang memiliki tingkat kompleksitas khusus, 

seperti bandar udara, pelabuhan laut, stasiun kereta 
api, terminal angkutan umum, kilang, instalasi tenaga 
listrik, dan bendungan/waduk; 

   c. barang yang dikerjasamakan dalam rangka investasi 
Daerah yang berdasarkan perjanjian antar daerah, 

berupa, tanah dan/atau bangunan;  

   d. barang lain yang ditetapkan oleh Bupati; dan 

     

    e. barang.... 
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   e. barang yang diatur secara khusus sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain 
kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada: 

    1. Bupati; 

    2. Wakil Bupati; 

    3. mantan Bupati;  

    4. mantan Wakil Bupati; 

    5. pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

    6. mantan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan 

    7. pegawai ASN. 

  (2) Selain memiliki karakteristik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), BMD Khusus dapat berupa barang yang  

pengadaan dan/atau penyediaannya hanya dapat 
dilakukan oleh pihak tertentu. 

 

  Bagian Kedua 

  Pemanfaatan dan Penjualan Barang Milik Daerah Yang 

Bersifat Khusus atau Barang Spesifik  
 

  Pasal 3 
 

  (1) Pemanfaatan BMD khusus sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, dalam 

bentuk KSP dapat dilakukan melalui penunjukan 
langsung. 

  (2) Penjualan BMD Khusus sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (1) huruf e dapat dijual tanpa melalui lelang. 

   

  BAB III 

  KETENTUAN PERALIHAN 

  Pasal 4 
 

  Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: 

  a. seluruh kegiatan pelaksanaan pemanfaatan BMD Khusus 
yang pelaksanaan dan prosesnya dilaksanakan sebelum 
ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap 

berlaku; dan 

  b. seluruh kegiatan pelaksanaan penjualan BMD Khusus 

berupa kendaraan perorangan dinas yang pelaksanaan 
dan prosesnya dilaksanakan sebelum ditetapkannya 
Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku. 

 

BAB IV.... 
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  BAB IV 

  KETENTUAN PENUTUP 

  Pasal 5 
 

  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

   

  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor. 

 
 

   Ditetapkan di Cibinong 

   pada tanggal 3 April 2023 
 

   Plt. BUPATI BOGOR, 

    
   ttd. 

    
   IWAN SETIAWAN 

 

Diundangkan di Cibinong  

pada tanggal 3 April 2023  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,  
  

ttd.  
  

BURHANUDIN     

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  

TAHUN 2023 NOMOR 16  

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR 

KEPALA BAGIAN 
PERUNDANG-UNDANGAN, 

 

 
HERISON 


